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KECAMATAN KARANGGENENG

DESA KALANGANYAR

Alamat Jalan Raya Desa Kalanganyar No: 15 Telp. ....ccccoveveeenene
DESA KALANGANYAR

PERATURAN DESA KALANGANYAR KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALANGANYAR

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk
menyesualkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar Tahun Anggaran 2013
dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4593);



Memperhatikan

Menetapkan

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamengan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor & Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerzh Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor 16);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011
Nomor 58);

Peraturan Desa Kalanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA KALANGANYAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KALANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2013,

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar Tahun Anggaran
2013 sejumiah Rp. 268.690.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam
Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah )



Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam
Pasal 1 terdiri dari :

11.Pendapatan Rp. 268.690.000,-
12.Belanja
1) Langsung Rp. 131.265.000,-
2) Tidak Langsung Rp. 137.425.000,-
13.Pembiayaan
1) Penerimaan RD. v,
2) Pengeluaran Biciwnsssmmaniies
Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Kalanganyar
2 Pebruari 2013




Lampiran |

: Peraturan Desa Kalanga-
nyar Karanggeneng

Nomor :01 Tahun 2013

Tanggal : 2 Pebruari 2013
Perihal : APBDesa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KALANGANYAR KECAMATAN KARANGGENENG

TAHUN ANGGARAN 2013
KODE REKENING URAIAN TAHUN TAHUN KET.
SEBELUMNYA| BERJALAN
(Rp.} {Rp.)
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN
1.1{Pendapatan Asli Desa 108,550,000} 109,600,000
1.1.1 Hasil Usaha Desa 5,000,000} §,000,000]
1.1.1.1 BUMDes Air Bersih 5,000,000 $,000,000
1.1.1.2
11.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
1.1.2.1 Tanah Kas Desa 89,630,000 90,680,000
1.1.2.1.1 Hasll Tanah Bengkok 21,000,000 21,000,000
1.1.2.1.2 Hasil Tanah Kas Desa 27,930,000 28,380,000
1.1.2.2 Lelang Rowo 25,500,000 26,500,000
1.1.2.3 Lelang Kali 10,000,000 10,000,000
1.1.24 Lelang Lamtoro 4,000,000 4,000,000
1.1.2.5 Lelang buah mangga dan randu 1,200,000 800,000
1143 Hasil Swadaya dan Partisipasl
1.1.3.1 Swadaya 9,500,000 9,600,000
1.1.3.1.1 Swadaya 9,500,000 9,500,000
114 Hasll Gotong Royong
1.1.4.1 Tenaga Gotong royong yang diuangkan 3,600,000} 3,600,000
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1.1.5.1 Leges surat-surat 920,000 920,000
1.1.5.1.1 Surat Keterangan dan lain-lain 150,000 150,000
1.1.5.1.2 NTCR 150,000 150,000
1.1.5.1.3 ljin Keramaian 120,000 120,000
1.1.5.14 Leges Jual Beli Sawah dan Pekarangan 500,000 500,000
1.2|Bagi Hasll Pajak :
11.2.1 Bagi Hasil pajak Kabupaten/kota 900,000/ $00,000|
1.2.1.1 Bagi hasil PBB (64x10%) x baku 900,000 900,000
1.3|Bagi Hasil Retribusl|
1.3.1
1.4|Bagian Dana Perimbangan Keuangan| 47,000,000 77,000,000
Pusat dan Daerah
1.4.1 ADD 41,500,000 41,500,000
1.4.2 BANSUN , 5,500,000 5,500,000
14.3 Bantuan Jalan Poros Desa 30.000.600
1.6{Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,
Kabupaten/Kota dan desa lainnya
1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah
1.6.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi
1.5.3 Bantuan Keuangan Pemerintah 62,600,000 79.180,000
Kabupaten/Kota
1.5.3.1 Dana TPAPD Kepala Desa dan 55,200,000 64,800,000
Perangkat Ds. .




Perangkat Ds.

1.5.3.2 Dana Tunjangan BPD 4,400,000] 5.650,000|
1.5.3.3 Asuransi Kepala Desa 1,000,000 1,000,000
1.5.3.4 Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa '
T1.5.35 antuan Puma Bhakfl Kepala Desa 1,000,000 1,000,000
1.5.3.6 Bantuan Pemillhan Kepala Desa - -
1.5.3.7 Bantuan Program E-KTP (mobilisasi) 1,000,000 -
1.5.3.8 Puma Bhakti BPD - 5.500.000
11539 JBantuan RT 1.250.
|1.8.4 Bantuan Keuangan Desa lainnya :
1.6|Hibah
1.6.1 Hibah darl Pemerintah
1.6.2 Hibah dari Pemerintah Propinsi
1.6.3 Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1.6.3.1 Jalan Poros Desa
11.6.3.2 Air Bersih
1.64 Hibah darl Organisasi/badan/swasta
1.6.5 hibah dari plhak ketiga 2,000,000 2,000,000
1.8.5.1 Dari pengusaha brogalan 2,000,000 2,000,000
JUMLAH PENDAPATAN 221,060,000 268.690,000
2 3 4
2 BELANJA
2.1|Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Pegawal/Honorarlum 12,625,000 12,625,000
.11 THonor Ketua RT 1,925,000} 1,925 080
2.1.1.2 Honor Kader Gizi 1,500,000 1,500,000
2113 Honor PKBD 200,000 200,000]
2114 Honor Petugas penarik dana kematian 400,000 400,000
2115 Honor penanggungjawab ADD 350,000 350,000
2.1.1.6 Honor Ketua pelaksana ADD 350,000 350,000
2.1.1.7 Honor Bendahara ADD 350,000 350,000
2.1.1.8 Honor Wakil Modin 250,000 __ 250,000
2.1.1.8 Honor Modin Perempuan 250,000 250,000
42.1.1.49 +Hener petugas penark RBB 900.000 800.000
2.1.1.11 Honor Penjaga Kantor/Balai Desa 600,000 600,000
2.1.1.12 Honor LPM 2,400,000 2,400,000
2.1.1.13 Honor BPD 3,150,000] 3,150,000
212 [Betanja BarangiJasa ‘ '
2.1.2.1 Belanja perjalanan dinas 8.240,000 8,240,000|
21.2.11 Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat 5.340,000 5,340,000
desa
2.1.2.1.2 Perjalanan Dinas BPD 550,000 $50,000
21213 Perjaianan Dinas LPM 700,000 700,000
2.1.2.1.4 Perjalanan Dinas Timlak ADD/Bansun 1,650,000 1,850,000
12.1.2.2 1Belania bahan/material 84.950,000 113,400,000!
2.1.2.2.1 Pembiayaan ATK 900,000| 900,000
2.1.2.2.2 Beli kursi plastik 10 buah 600,000/ 750,000
21223 Beli meja kerja 1,000,000| 1,000,000
21224 Perawatan Kompiuter 3,000,000 2,000,000
2.1.2.25 {Pemelitaraan Kentor dan Batai Desa 750,000} 750,000




121227 Pembangunan pagar kantor desa 3,000,000 3,000,000
{2.1.228 Perbaikan Dam 4,500,000 2.000,000
2.1.2.2.9 Pembereman jalan poros 3 fitik 1.000.000
2.1.2.2.10 Pembangunan Jalan Paveng .ADD 40,500,000 40,500,000
2.1.2.2.11 Pembangunan Jalan Paveng Bansun 7,500,000 15,000,000
2.1.2.2.12 Pengerasan jalan kuburan keselatan | 2,500,001 3,000,000
2.1.2.2.13 Menunjang pemb. Poskesdes 15,000,000 -
2.1.2.2.14 Pengurukan kuburan 3,000,000} 3,500,000
21.2.2.15 Perbaikan Pos gerdu uatara 1,500,000} -
2.1.2.2.16 Pemasangan lampu Jalan ke Pucangro - 11,000,000
2.1.2.2.17 Perbaikan jembatan barat desa - 5.000.000
2.1.2.2.18 Perbaikan lampu kuburan 1.000.000
212219 Pembangunan Jalan Poros Desa 30.000.000
2.2|Belanja Tidak Langsung
2.2.1 Belanja Pegawal/penghasilan tetap 81.800,000 81,800,000}
2.2.1.1 Penghasilan tetap Kades dan Perangkat
2.2.1.1.1 Penghasilan tetap Kades dan 21,000,000 21,000,000
Perangkat
22.1.1.2 TPAPD Kades dan Perangkat Desa 55,200,000} 64,800,000
2.2.1.1.3 TPAPD BPD 4,400,000] 5.650,000
2.2.1.2 Belanja Pegawal/penghasilan tetap Sekdes
12.2.1.2.1 Tunjangan kinerja Sekretaris Desa 1,200,000 1,200,000
2.2.1.2.2 TPAPD Sekretaris Desa 0 0
2.2.2 Belanja Hibah
2.2.2.1
2.2.3 Belanja Bantuan Soslal 3,600,000 3,600,000
2.2.3.1. MTS At-Tagwa 300,000} 300,000
12.23.2 MI At-Tagwa 300,000] 300,000
2.2.3.3 TK At-Taqwa 300,000} 300,000
2.2.3.4 SDN . 300,000 300,000
2235 TK Melati Tunas Harapan 300,000} 300,000
2.2.3.6 Pendidikan non formal 600,000| 600,000
2.2.3.7 Dana Bantuan Sosial 1,000,000] 1,000,000
2.2.3.8 Dana Posyandu 500,000| 500,000
224 Belanja Bantuan Keuangan 21,460,000 20,900,000
2.2.4.1 PHBN dan bell umbul-umbul untuk RT 3,500,000 3,500,000
2242 PHBI 1,500,000 1,500,000
2243 LINMAS 2,000,000 1,000,000
2.2.4.4 PKK 3,000,000 3,000,000
2.2.4.5 Remaja 1,000,000 1,000,000
2.2.4.6 PHBN Kecamatan 700,000 1,150,000
L
2247 Biaya rapat dan opsrasion al BPD 1,000,000 1,500,000|
2.2.4.8 Biaya rapat-rapat Pemdes 2,500,000 2,500,000|
2.24.9 Operasioanal Pemdes 2,500,000 2,500,000]
2.2.4.10 Biaya rapat-rapat LPM 750,000| 750,000]
2.2.4.11 Asuransi Kepala Desa 1,000,000 1,000,000]
2.2.4.12 Puma Bhakti BPD 5.500.000
2.2.4.13 Pumna Bhakti Kepala Desa 1,000,000 1,000,000
2.2.4.14 Operasional E-KTP_(mobilisasi) 1,000,000 -
[2.2.415 Bantuan RT 1.250.000
2.2.6 Belanja tak terduga 8,385,000 10,535,000
2.2.5.1 Belanja lain-lain 7,005,000 2,655,000
J225.2 Biaya Umum ADD (4%) 1,160,000 1,160,000
2253 Biaya Umum Bansun (4%) 220,000 220,000
2.2.5.4
JUMLAH BIAYA 221,050,000 268.690,000




-

3.1|Penerimaan Pembiayaan - z

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran - -
(SILPA)
Tahun sebelumnya

{3.1.2 Hasil penjualan kekayaan desa yang = =
Dipisahkan

3.1.3 Penerimaan Pinjaman = -

3.2|Pengeluaran Pembiayaan . -

13.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - -
3.2.2 Penyertaan Modal Desa - -
3.2.3 Pembayaran Hutang - -

JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2) 221,050,000 268.690,000
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Menimbang

Mengingat

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA KALANGANYAR KECAMATAN KARANGGENENG

KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANGANYAR

KECAMATAN KARANGGENENG
NOMOR : 188/ 01/413.307.02.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KALANGANYAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANGANYAR

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas
Rancangan Peraturan Desa Kalanganyar tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Kalanganyar Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa.

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);



Memperhatikan

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor
6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pembentukan Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor / );

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);

Peraturan Desa Kalanganyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kalanganyar membahas
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kalanganyar tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALANGANYAR TAHUN
ANGGARAN 2013.



Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kalanganyar Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalanganyar
Pada tanggal 02 Pebruari 2013




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KALANGANYAR KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
KALANGANYARTENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KALANGANYAR KEC. KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor 027 /01 /413.307.02.1 /2013

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas,
bertempat di Balai Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng . Menindaklanjuti usulan
Kepala Desa Kalanganyar perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Kalanganyar Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa
Kalanganyar mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan
saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kalanganyar menyatakan
menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar
Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Kalanganyar Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan
selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kalanggnyar

bl Tangan:
1. SUGATOT, M.Pd

Ketua [ ... [ ......

2. H.Z KIROM SHODIQ.SH.SE \ \ %\
Wakil Ketua L. DESA VRIS |

3. JUNAIDI p
Anggota % .
4. BAMBANG HERMANTO  \\\| MU
Anggota = ==0000 @ LN\geassiens
5. MASWAN
Anggota
6. SUPARNO
Anggota
7. HUDI IRWANSYAH
Anggota
8. MAGHSUN HADI
Anggota

9. MAHSULI .S Ag

Anggota
10. MUHLAS.SE
Anggota

11. M. SYAHIDAN.S.Pd
Anggota




RISALAH

RAPAT KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA KALANGANYAR KECAMATAN KARANGGEN ENG
KABUPATEN LAMONGAN

A. | Acara Rapat 1. Pembukaan oleh Ketua BPD
2. Pembahasan Susunan Rapat oleh Wakil Ketua
3., Pembacaan tata Tertib BPD oleh Wakil Ketua
4. Penyampaian pokok masalah oleh Kepala Desa
5. Tanggapan dari para peserta rapat
6. Kesimpulan oleh Pimpinan rapat / Ketua BPD
7. Penutup / Do'a

B. | Daflar Hadir Jumiah Anggota BPD 11 Orang
Aparat Pem Des . 2 Orang
Jumlah Yang Hadir . 10 Orang
Yang Tidak Hadir ;1 Orang

C. | Pokok Masalah Menyetujui dan Menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar
Tahun Anggaran 2013

D. | Pokok Pembicaraan Para peserta rapat setuju dan sepakat ditetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalanganyar
Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dalam Peraturan
Desa Kalanganyar

E. | Kesimpulan Rapat Rapat berjalan dengan tertib , aman dan lancar serta
penuh rasa kekeluargaan

Kalanganyar, 02 Pebruari 2013
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA




